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Bab II Tinjauan Pustaka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 
Gambaran Umum Tentang Pajak

Pajak berasal dari bahasa Jawa, yaitu “ajeg”, yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Pa-ajeg berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar 40 persen dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu menurut Soemarsaid Moertono dan M. Bakhrudin Effendi. 
2.1.1 
Pengertian Pajak


Pengertian pajak menurut S.I. Djajadiningrat dalam bukunya Perpajakan Teori dan Kasus yang ditulis oleh Siti Resmi, menyatakan bahwa:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

(2007:01)
Pengertian Pajak menurut Rachmat Soemitro dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori dan Isu yang ditulis oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, menyatakan bahwa:

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

(2006:22)

Pengertian pajak menurut N.J. Feldmann dalam bukunya Perpajakan Teori dan Kasus yang ditulis oleh Siti Resmi, menyatakan bahwa:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

(2007:02)

Dari keempat pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian pajak tidak terlepas dari karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang artinya dimana dalam pemungutan pajak serta aturan pelaksanaannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

2. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang harus dibayar oleh wajib pajak serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik secara langsung. 
3. Pajak merupakan prestasi tanpa kontraprestasi langsung untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun untuk pengeluaran pembangunan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan pengertian-pengertian dan ciri-ciri pajak yang telah dijelaskan diatas, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi Budgetair seperti yang ditulis oleh Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia, menyatakan bahwa:

“Pajak mempunyai fungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.”

(2003:8)
Fungsi Budgetair seperti yang ditulis oleh Siti Resmi dalam bukunya Perpajakan Teori dan Kasus, menyatakan bahwa: 

“Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.”

(2007:03)

Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi budgetair yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara dengan mengukur sampai sejauh mana kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Fungsi Regulerend seperti yang ditulis oleh Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia menyatakan bahwa:

“Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.”


          (2003:8)

Fungsi Regulerend seperti yang ditulis oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori dan Isu menyatakan bahwa:

“Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, selain itu pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.”

(2006:28)

Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi regulerend yaitu sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi serta untuk mengubah susunan pendapatan dalam sektor swasta.
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak semata-mata untuk keperluan pemerintah di satu pihak, tetapi demi kepentingan rakyat banyak karena pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya kontra prestasi langsung kepada masyarakat secara individual dan tidak memandang jumlah yang diberikan masyarakat kepada pemerintah. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan syarat-syarat yang khusus untuk melakukannya agar seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Adapun syarat-syarat pemungutan pajak seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan , menyatakan bahwa:

“Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)



Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak;

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)


Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya;

3. Tidak menggangu perekonomian (Syarat Ekonomis)


Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat;

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)


Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya;

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana


Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.”

(2006 : 02)

Hal senada mengenai syarat pemungut pajak seperti yang ditulis oleh Mansury dan dikutip oleh Waluyo & Wirawan B. Ilyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia, menyatakan bahwa:

1. Syarat Keadilan Horizontal 

a. Definisi Penghasilan

Memuat semua tambahan kemampuan ekonomis termasuk ke dalam pengertian definisi penghasilan;

b. Globality
Seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran dari keseluruhan kemampuan membayar;

c. Net Income
Ability to play yaitu jumlah neto setelah dikurangi semua biaya yang tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;

d. Personal Exemptin
Pengurangan yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);

e. Equal Treatment for The Equals
Pengenaan pajak dengan perlakuan yang sama diartikan bahwa seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan;

2. Syarat Keadilan Vertikal

a. Unequal Treatment for The unequals


Besarnya tariff dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis (bukan perbedaan jenis atau sumber penghasilan);
b. Progression


Wajib pajak yang penghasilannya besar, harus membayar pajak yang besar dengan persentase tariff yang besar.”

(2003:14)

Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pemungutan pajak haruslah memenuhi syarat yang telah ditetapkan agar dapat tercapai suatu hal yang berkesinambungan antara wajib pajak dan pemungut pajak serta untuk menghindari hambatan dan perlawanan dari wajib pajak, karena wajib pajak merasa dirugikan oleh fiskus. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: 


a. Syarat Keadilan

b. Syarat Yuridis

c. Syarat Ekonomis

d. Syarat Finansial
2.1.4 Pengelompokkan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis pajak, yaitu pengelompokkan menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutannya.

A. Menurut Golongannya

Pengelompokkan pajak menurut golongannya seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan, menyatakan bahwa:

“Menurut Golongannya:

a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
(2006:05)

Pengelompokkan pajak menurut golongannya, seperti yang ditulis oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori dan Isu menyatakan bahwa:

“Pembagian Pajak Menurut Golongannya:

a. Pajak Langsung, adalah pajak yang apabila beban pajak yang dipikul seorang atau badan (tax burden) tidak dapat dilimpahkan (no tax shifting) kepada pihak lain. Contoh PPh;

b. Pajak Tidak Langsung, adalah beban pajak yang dipikul seseoarang (tax burden) dapat dilimpahkan (tax shifting) baik seluruhnya maupun sebagaian kepada pihak lain. Contoh: Pajak penjualan dan PPN.”

(2006:44)

Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembagian pajak menurut golongannya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pajak yang dipikul seseorang atau badan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dipikul atau dilimpahkan kepada orang lain.
B. Menurut Sifatnya

Pengelompokkan pajak menurut sifatnya seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan, menyatakan bahwa:

 “Menurut Sifatnya:

a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: PPh;

b. Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh:PPN dan pajak penjualan atas barang mewah.”
(2006:05)

Pendapat lain tentang pengelompokkan pajak menurut sifatnya juga diungkapkan oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori dan Isu menyatakan bahwa:

“Pembagian Pajak Berdasarkan Sifatnya:

a. Pajak Subjektif, merupakan pajak yang erat hubungannya dengan subjek yang dikenakan pajak, dan besarnya sangat dipengaruhi keadaan subjek pajak. Contoh:PPh;

b. Pajak Objektif, merupakan pajak yang erat hubungannya dengan objek pajak, sehingga besarnya jumlah pajak hanya tergantung kepada keadaan objek itu, dan sama sekali tidak menghiraukan serta tidak dipengaruhi oleh keadaan objek pajak. Contoh: Bea masuk, cukai, PPN dan bea materai.”

(2006:44-45)

Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelompokkan pajak menurut sifatnya dapat digolongkan menjadi pajak subyektif dan obyektif. Pajak obyektif yaitu pajak yang berpangkal atau erat hubungannya dengan subjek pajak dengan memperhatikan keadaan dari wajib pajak. 
C. Menurut Lembaga Pemungutannya

Pengelompokkan pajak menurut lembaga pemungutannya seperti yang ditulis oleh Waluyo & Wirawan B. Ilyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia, menyatakan bahwa:

“Menurut Lembaga Pemungutannya:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara;

b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.”

(2003:13)

Pendapat lain tentang pengelompokkan pajak menurut lembaga pemungutannya, dinyatakan oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori dan Isu menyatakan bahwa:

“Pembagian Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutannya:

a. Pajak Pusat, adalah pajak yang administrasinya oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Pajak;

b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipunguat oleh pemerintah daerah, dibedakan dengan pajak pemerintah provinsi dan pemerintah daerah tingkat II. 

(2006:45)

Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelompokkan pajak menurut lembaga pemungutannya dapat digolongkan menjadi pajak pusat dan daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah tingkat II.
2.1.5 Sistem Pemungutan dan Tarif Pajak

A. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo & Wirawan B. Ilyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia, menyatakan bahwa:

“ Sistem Pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi:

1. Official Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang;

Ciri-ciri Official Assessment System:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus;

b. Wajib pajak bersifat pasif;  
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus;

2. Self Assessment System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar;

3. Withholding System
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.”

(2003:18) 

Dengan adanya sistem pemungutan pajak di Indonesia, pemerintah (fiskus) mempunyai kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dan fiskus memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sedangkan wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
B. Tarif Pajak

Pungutan pajak tidak terlepas dari keadilan, dengan adanya keadilan dapat menciptakan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarif pajak harus mendasarkan pada keadilan, dalam perhitungan pajak terutang digunakan tarif pajak. Yang dimaksud tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak yang terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Jenis-jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat) dan tarif degresif (menurun).

Menurut Siti Resmi dalam bukunya Perpajakan Teori dan Kasus, menyatakan bahwa: 

 “Jenis-jenis tarif pajak yaitu:

1. Tarif Tetap, adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak. Contoh: tarif bea materai.

2. Tarif Proposional (sebanding), adalah tarif pajak berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Semakin besar dasar pengenaan pajak maka akan semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan yang proposional atau sebanding. Contoh: dikenakan PPN 10 % atas penyerahan barang kena pajak.

3. Tarif Progresif (meningkat), adalah berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif proposional dibedakan menjadi 3 yaitu:

a. Tarif progresif-proporsional: merupakan tarif berupa persentase tertentu yag semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak , dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.

b. Tarif progresif-progresif: merupakan tarif berupa persentase tertentu yan semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut juga semakin meningkat. 

c. Tarif progresif-degresif: merupakan tarif pajak berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut semakin menurun. 
d. Tarif degresif (menurun), adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.”
(2007:14-17)

Dengan adanya jenis-jenis tarif pajak tersebut, wajib pajak dapat menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang atau pajak yang harus dibayar dan wajib pajak dapat mengetahui besarnya pajak yang dinyatakan dalam persentase. Selain jenis-jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat) dan tarif degresif (menurun).
2.1.6 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

A. Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban wajib pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dalam bukunya Perpajakan Teori dan Kasus yang ditulis oleh Siti Resmi, menyatakan bahwa: 

“Kewajiban wajib pajak adalah:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar;

3. Mengambil sendiri surat pemberitahuan, mengisinya dengan benar dan memasukkannya sendiri ke KPP dalam batas waktu yang telah ditetapkan;

4. Menyerahkan pembukuan/pencatatan;

5. Jika diperiksa wajib:

a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek pajak yang terutang;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat/ruangan guna memperlancar pemeriksaan;

c. Memberikan keterangan yang dibutuhkan.”

(2007:24)


Dari kewajiban wajib pajak tersebut, penulis dapat menyimpukan bahwa wajib pajak yang mempunyai penghasilan diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), maka wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), menghitung dan membayar sendiri besarnya pajak yang terutang dan kewajiban yang lainnya yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.
B. Hak Wajib Pajak

Hak wajib pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dalam bukunya Perpajakan Teori dan Kasus yang ditulis oleh Siti Resmi, menyatakan bahwa: 

“Hak-hak wajib pajak adalah:

1. Mengajukan surat keberatan dan banding;

2. Menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan, dan mengajukan permohonan penundaan pemasukan Surat Pemberitahuan;

3. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak;

4. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan yang salah;

5. Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.”

(2007:25)

Dari hak wajib pajak tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa apabila wajib pajak berpendapatan bahwa jumlah rugi, jumlah pajak dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, maka wajib pajak dapat mengajukan surat keberatan atau banding, mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan yang salah atau hak-hak lainnya. 
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 25

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 untuk ketiga kalinya diubah pada tahun 2000 dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan per 1 Januari 2001 digunakan sebagai Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan merupakan perpaduan dari beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur secara terpisah. 
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25 

Pengertian Pajak penghasilan yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa:

“Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.”

(2006:65)


Pengertian pajak penghasilan pasal 25 menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan, menyatakan bahwa:

“Pajak penghasilan pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :

a. pajak penghasilan yang dipotong sebagaiman adimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23, serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.

b. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud pasal 24. 

Dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun berjalan.”

(2003:207)


Dari pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi yaitu besarnya angsuran pajak penghasilan harus dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi setiap bulan dalam tahun berjalan dan dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak orang pribadi.
2.2.2 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan (PPh) 

A. Subjek PPh Orang Pribadi 

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Undang-undang pajak penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak, sebjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-undang  Nomor 17 Tahun 2000 dalam bukunya Perpajakan Teori dan Kasus yang ditulis oleh Siti Resmi, menyatakan bahwa:

“Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada  di Indonesia ataupun di Luar Indonesia.”






        





        

        (2007:75)
Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-undang  Nomor 17 Tahun 2000 dalam bukunya Perpajakan Teori dan Kasus yang ditulis oleh Siti Resmi, menyatakan bahwa:

“Terdapat dua subjek pajak orang pribadi yaitu subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan luar negeri:
1. Pihak yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri:

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Pihak yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri:
a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.”
(2007:62)
B. Objek PPh 

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Pajak penghasilan yang dimaksud dalam perpajakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Pengertian penghasilan ini mempunyai arti bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun yang dapat digunakan untuk menambah konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Jenis penghasilan yang dikenakan objek pajak menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan dalam bukunya Perpajakan Teori dan Kasus yang ditulis oleh Siti Resmi, menyatakan bahwa:

“Objek Pajak Penghasilan adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau modal;

c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemimpinan, atau penguasaan atara pihak-pihak yang bersangkutan;

5. Pemerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yan diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotannya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.”

(2007:65-69)

Objek pajak diatas dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang. Dimana objek pajak adalah penghasilan, penghasilan pada pasal 4 ayat 1 menampilkan pendekatan abstrak (konsepsional) dan operasional. Secara konsepsional dalam alenia umum telah dimuat, tetapi batasan secara operasional ditampilkan dalam bentuk penghasilan. Pengertian operasional juga diperlukan untuk melaksanakan pengertian abstrak dari penghasilan dalam pemungutan pajak, agar tampak jelas wujud tambahan kemampuan ekonomis dalam mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. 

2.2.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi
Tarif Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia menurut Gustian Djuanda, Ardiansyah dan Irwansyah Lubis dalam bukunya Pajak Penghasilan Orang Pribadi, menyatakan bahwa tarif untuk wajib pajak orang pribadi yaitu:
1. Sampai dengan Rp 25.000.000,00 tarifnya 5%
2. Di atas Rp 25.000.000,00 s.d Rp 50.000.000,00 tarifnya 10%

3. Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 100.000.000,00 tarifnya 15%

4. Di atas Rp 100.000.000,00 s.d Rp 200.000.000,00 tarifnya 25%

5. Di atas Rp 200.000.000,00 tarifnya 35%
(2007:49)
Dalam pemungutan pajak tarif merupakan tolak ukur untuk menetapkan beban pajak, selain pembagian penghasilan kena pajak (PKP) dalam lapisan penghasilan kena pajak (income bracket)

2.2.4 Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP bagi wajib pajak orang pribadi berdasarkan status wajib pajak yang bersangkutan. Sedangkan status wajib pajak ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

Gambar 2.1
Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak
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Status wajib pajak menurut Gustian Djuanda, Ardiansyah dan Irwansyah Lubis dalam bukunya Pajak Penghasilan Orang Pribadi, yaitu:

“Status Wajib Pajak terdiri dari:

a. Tidak Kawin (TK) beserta tanggungannya Misal: TK/1, TK/2, TK/3 dan TK/0.
b. Kawin beserta tanggungannya. Misal: K/0, K/1, K/2, K/3.
c. Kawin, istri punya penghasilan dan digabungkan dengan penghasilan suaminya serta jumlah tanggungannya, disingkat K/I/....Misal: K/I/0.

d. PH: status wajib pajak adalah melakukan perjanjian tertulis untuk pisah harta dan penghasilan.

e. HB: hidup berpisah.”

(2007:50)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa status wajib pajak diantaranya adalah tidak kawin, kawin, kawin dan melakukan penggabungan usaha dengan istri, pisah harta dan hidup berpisah. 
Yang boleh menjadi tanggungan adalah anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya seperti orang tua lurus ke atas dan anak lurus ke bawah, keluarga semenda dalam garis lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya serta anak angkat. Yang menjadi tanggungan paling banyak adalah 3 orang. Uraian mengenai penghasilan tidak kena pajak dapat dilihat di tabel 2.1. 
Tabel 2.1 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

	PTKP
	Keterangan

	Rp 13.200.000,00
	Untuk diri wajib pajak orang pribadi

	Rp 1.200.000,00
	Tambahan untuk wajib pajak yang kawin

	Rp 12.200.000,00
	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami

	Rp 1.200.000,00
	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.


2.2.5 Cara Mengitung Pajak Penghasilan 
Besarnya pajak penghasilan yang terutang sama dengan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak. Cara menghitung pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi menurut Gustian Djuanda, Ardiansyah dan Irwansyah Lubis dalam bukunya Pajak Penghasilan Orang Pribadi yaitu:
Gambar 2.2
Cara Menghitung Besarnya Pajak Penghasilan


2.2.6 Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Orang Pribadi
Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi menurut Siti Resmi dalam bukunya Perpajakan Teori dan Kasus dapat dilihat dari gambar sebagai berikut:
Gambar 2.3
Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Orang Pribadi
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     12 (jumlah bulan dalam bagian tahun pajak)
2.3 Pengawasan Pajak

2.3.1 Pengertian Pengawasan Pajak 

Pengertian pengawasan menurut Ulbert Silalahi dalam bukunya Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi, menyatakan bahwa:

“Pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan kegiatan-kegiatan bawahan untuk menjamin bahwa kejadian-kejadian sesuai dengan rencana-rencana.”

(2005:175)

Pengertian pengawasan yang ditulis oleh Sondang P. Siagian dan dikutip oleh Ulbert Silalahi dalam bukunya Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi, menyatakan bahwa:

“Pengawasan ialah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.”

(2005:175)


Sedangkan pengertian pajak yang ditulis oleh MJH. Smeets dan dikutip oleh Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia, menyatakan bahwa:

”Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanaya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individu, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

(2003:5)

Dari ketiga pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengawasan pajak adalah proses pengamatan dan perbaikan dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengawasi wajib pajak dalam membayar pajak dimana pembayaran pajak tersebut untuk membiayai pengeluaran pemerintah sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak. 
2.3.2 Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan fungsi manajeman yang juga mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi-fungsi manajeman lainnya, terutama dengan fungsi perencanaan. Menurut Suwatno dalam bukunya Manajemen Modern, menyatakan bahwa: 

“Fungsi pengawasan yaitu:

a. Fungsi pengawasan harus terlebih dahulu direncanakan, maka pengawasan hanya dapat dilakukan jika ada perencanaan/rencana;

b. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengawasan dilakukan secara baik;

c. Tujuan baru dapat diketahui dan tercapai dengan baik atau tidak setelah pengawasan atau pengukuran dilakukan.”
(2000:133)

Agar fungsi pengawasan mencapai hasil yang diharapkan, maka pimpinan organisasi atau unit organisasi yang melaksanakan fungsi pengawasan harus mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip pengawasan. Adapun prinsip-prinsip pengawasan menurut Ulbert Silalahi dalam bukunya Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi, menyatakan bahwa:

“Prisip-prinsip pengawasan adalah:

1) Pengawasan harus berlangsung terus-menerus bersama dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan;

2) Pengawasan harus menemukan, menilai dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif;

3) Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetapi juga mencari atau menemukan kelamahan dalam pelaksanaan pekerjaan;

4) Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan;

5) Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi (hasil guna);

6) Pengawasan harus fleksibel;

7) Pengawasan harus berorentasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (plan and objektive oriented);

8) Pengawasan dilakukan tertutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan atau control by exeption;

9) Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan (corrective action).” 

(2005:178)

 Seperti yang telah dikemukakan, bahwa proses atau pelaksanaan kegiatan dari prisip-prinsip pengawasan tidak selalu disertai dengan tindakan koreksi melainkan hanya pada tahap menilai hasil kerja dan membandingkan dengan standar. Disamping itu orang-orang yang melakukan pengawasan tidak selalu memiliki wewenang untuk melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan atau penyelewengan yang terjadi, kecuali dengan melakukan tugas untuk menilai pelaksanaan kerja serta membandingkan hasil yang dicapai dengan standar yang sudah ditetapkan.

Dalam membandingkan hasil dengan standar akan lebih efisien bilamana hanya memperhatikan hal-hal yang berbeda saja, hasil yang berbeda yaitu adanya penyimpangan tidak boleh ditunda, dimanfaatkan, dikompromikan tetapi harus segera mungkin ditangani dan diperbaiki. Tindakan perbaikan dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab atas hasil terakhir, sebab tindakan terakhir dari proses pengawasan lebih banyak meliputi tindakan mencari sumber kesulitan dan mengkoreksinya. Oleh sebab itu tujuan fungsi pengawasan menurut Ulbert Silalahi dalam bukunya Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi, menyatakan bahwa:

“Tujuan fungsi pengawasan adalah:

1) Mencegah terjadinya  penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan;

2) Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan;

3) Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan;

4) Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya;

5) Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.”

(2005:181)

Agar tujuan tersebut tercapai, maka akan lebih baik jika tindakan pengawasan dilakukan sebelum terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga lebih bersifat mencegah (preventif control) dibandingkan dengan tindakan pengawasan sesudah terjadi penyimpangan (repressive control).

2.3.3 Cara-cara Pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi
Cara-cara pengawasan yang dilakukan oleh pengawasan dan konsultasi menurut Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak dalam buku petunjuk pelaksanaan pekerja (Prosedur Kerja) seksi pengawasan dan konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying yaitu:

1. Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh seorang Account Representative, dengan memutakhirkan data wajib pajak yang hasilnya dilaporkan kepada kepala seksi pengawasan dan konsultasi.
2. Pengawasan Tidak Langsung adalah pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang diberikan oleh bawahannya kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat. Pengawasan ini terdiri dari: 

1. Laporan tertulis. 

2. Laporan lisan.

Account Representative melakukan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Apabila pengawasan tidak langsung tidak sesuai dengan yang diharapkan atau direncanakan, maka Kepala seksi Pengawasan dan Konsultasi akan melakukan pengawasan secara langsung.
2.3.4 Prosedur Kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi
Prosedur kerja seksi pengawasan dan konsultasi menurut Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak dalam buku petunjuk pelaksanaan pekerja (Prosedur Kerja) seksi pengawasan dan konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying adalah seksi pengawasan dan konsultasi mempunyai tugas dalam menyusun rencana kerja. Dari tugas yang dilakukan oleh seksi pengawasan dan konsultasi terdapat prosedur yang mendukung jalannya pengawasan pajak penghasilan pasal 25 atas pembayaran masa. 
Wajib pajak dalam melakukan penyetoran pajak bisa langsung mendatangani Bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan SSP lembar ke-1 sampai dengan lembar ke-4, kemudian oleh petugas Bank Persepsi atau Kantor Pos akan dilakukan pemerikasaan peyetoran SSP lembar ke-1 sampai dengan lembar ke-4, setelah melakukan pemeriksaan petugas Bank Persepsi dan Kantor Pos akan menyerahkan SSP lembar ke-1 & ke-3. Sedangkan SSP lembar ke-4 akan diarsipkan ke Bank Persepsi dan Kantor Pos untuk diserahkan ke Kantor Pengawasan Kas Negara (KPKN) untuk diproses lebih lanjut dan melakukan perekaman dalam komputer terhadap SSP lembar ke-2 tersebut, kemudian KPKN tersebut menyerahkan SSP lembar ke-2 tersebut ke KANWIL yang tepatnya pada bagian Informasi Administrasi Perpajakan (IAP). Untuk dilakukan pemeriksaan terhadap nomor kode KPP-nya yang tercantum pada lembar ke-2 tersebut, yang telah dipisahkan ke masing-masing KPP sesuai dengan kode KPP yang tertera pada lembar SSP tersebut.

Setelah pihak KPP menerima SSP lembar ke-2 yang diserahkan bagian IAP pada kantor Kanwil, tepatnya diserahkan pada bagian tempat pelayanan terpadu atau pada KPP setempat. SSP lembar ke-2 tersebut langsung dilakukan pemeriksaan dan penyortiran serta memberikan paraf pada SSP lembar ke-2 tersebut, jika tidak terdapat koreksi maka akan dilakukan perekaman dalam komputer dan mengunakan buku ekspedisi oleh TPT. Akan mengembalikan SSP lembar ke-1 dan ke-3 dan sekaligus memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada WP.

Setelah melakukan penyortiran dan perekaman petugas TPT akan menyerahkan SSP lembar ke-2 itu pada bagian seksi pengawasan dan konsultasi. Seksi pengawasan dan konsultasi akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap SSP lembar ke-2 tersebut sesuai dengan nomor urut NPWP untuk direkam pada komputer dan diarsipkan. Setelah dimasukan maka Seksi pengawasan dan konsultasi akan menyerahkan SSP lembar ke-2 tersebut pada bagian TUP untuk melakukan pemeriksaan ulang pada SSP lembar ke-2 tersebut. Lalu petugas TUP melakukan pemeriksaan ulang dan jika terdapat kesalahan dalam penulisan atau sekurang-kurangnya penyetoran yang dilakukan oleh wajib pajak. Maka bagian TUP akan menandatangani SSP lembar ke-2 tersebut dan diarsipkan serta memberi SPT dari pihak KPP pada wajib pajak untuk dilakukan perpanjangan tahunan. 

Dari prosedur kerja tersebut diharapkan seksi pengawasan dan konsultasi lebih teliti lagi didalam melaksanakan tugasnya. Tugas seksi pengawasan dan konsultasi menurut Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerja (Prosedur Kerja) Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying,  menyatakan bahwa:

“Tugas Seksi Pengawasan dan Konsultasi adalah:

1. Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa PPh.

2. Pemeriksaan atas SPT Masa dan Tahunan PPh Wajib Pajak yang terdaftar tetapi tidak menyetor Surat Pemberitahuan.
3. Penatausahaan dan pengolahan data informasi dalam pembayaran masa PPh .”

(2006:13)

Dari prosedur kerja seksi pengawasan dan konsultasi tersebut diharapkan seksi pengawasan dan konsultasi melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada dan dapat melalukan pemantauan, penatausahaan dan pengolahan data. 

1) Pemantauan
Pengertian pemantauan menurut Mulyadi dalam bukunya Auditing, menyatakan bahwa:

“Pemantauan adalah penentuan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara terus menerus dan periodik oleh manajer untuk menentukan apakah sistem pengendalian intern tersebut dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondis.” 



        

(2002:79)

Sedangkan pemantauan menurut Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerja (Prosedur Kerja) Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, menyatakan bahwa: 

“Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja dari bagian pengawasan dan konsultasi sepanjang waktu.” 


        

(2006:15)

Pemantauan diatas dilaksanakan oleh account representative, dimana account representative tersebut melakukan pengawasan langsung ataupun melakukan pengawasan tidak langsung tergantung dari wajib pajak atau pengusaha kena pajak dalam membayar pajak dan dalam menyampikan SPT masanya kepada KPP Pratama Bandung Cibeunying.  
2) Penatausahaan

Pengertian penatausahaan menurut Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Kerja (Prosedur Kerja) Seksi Pengawasan dan Konsultasi di KPP Pratama Bandung Cibeunying, menyatakan bahwa:
“Penatausahaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seksi pengawasan dan konsultasi untuk mencapai maksud dan tujuan yang diinginkan, dimana seksi pengawasan dan konsultasi melakukan penyusunan dan melakukan urusan tata usaha bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.”
(2006:16)


Dari pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa penatausahaan dilakukan oleh seksi pengawasan dan konsultasi untuk mencapai maksud dan tujuan yang diinginkan.
3) Pengolahan

Pengertian pengolahan menurut Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerja (Prosedur Kerja) Seksi Waskon di KPP Pratama Bandung Cibeunying, menyatakan bahwa: 

“Pengolahan adalah proses dalam melakukan sesuatu, dimana seksi pengawasan dan konsultasi melakukan pengolahan data dari pembayaran angsuran wajib pajak. Selain itu pengolahan ini bertujuan untuk mengetahui wajib pajak patuh dalam membayar angsuran pajak.”

(2006:16)

Dari pengertian tesebut penulis menyimpulkan bahwa, pengolahan yang dilakukan oleh seksi pengawasan dan konsultasi setelah melakukan pemantauan dan penatausahaan maka seksi pengawasan dan konsultasi akan melakukan pengolahan data dari pembayaran angsuran yang dilakukan oleh wajib pajak dalam membayar angsuran PPh pasal 25 orang pribadi, dimana seksi-seksi tersebut harus bekerja sama dengan seksi pengolahan yang lain. Apabila dalam pembayaran atau pelaporan masa wajib pajak tidak tepat waktu maka KPP Pratama Bandung Cibenying akan melakukan pengolahan data terlebih dahulu, dan untuk wajib pajak maka KPP Pratama Bandung Cibeunying akan melakukan pengawasan tidak langsung, sedangkan untuk wajib pajak yang tidak patuh akan dilakukan pengawasan langsung karena wajib pajak tersebut selalu mengulangi kesalahan atau selalu tidak tepat waktu dalam menyampaikan pembayaran atau pelaporan masa pajak selalu telat. 
2.4 Kepatuhan Wajib Pajak 

Sistem pemungutan yang berlaku adalah  Self assessment system, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, sehingga kepatuhan diperlukan dalam Self assessment system dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem Self assessment, di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut.
2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan wajib pajak yang ditulis oleh Safri Nurmantu dan dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori dan Isu, menyatakan bahwa:

“Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”
(2006:110)

Pengertian kepatuhan wajib pajak yang ditulis oleh Chaizi Nasucha dan dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori dan Isu, menyatakan bahwa:

“Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri

b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan 

c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang

d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.” 

   (2006:111)

Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua peraturan perundang-undangan perpajakan, baik kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang maupun kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan.
2.4.2 Jenis- jenis Kepatuhan

Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori dan Isu menyatakan bahwa:

“Kepatuhan wajib pajak terdiri dari dua yaitu:

1. kepatuhan formal adalah suatu keadaaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan.

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang Perpajakan, kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.”

(2006:110)

Maka wajib pajak yang telah mematuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara subtantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan Undang-undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang mematuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.
2.4.3 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori dan Isu yang ditulis oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, menyatakan bahwa: 

“Kriteria wajib pajak patuh adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak atau untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

5. Wajib pajak yang laporan keuangan untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba fiskal.”

(2006:111)

Maka, pada prinsipnya kriteria wajib pajak patuh adalah patuh dalam meyampaikan SPT untuk semua jenis pajak, tidak mempunyai tunggangan pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

2.4.4 Predikat Wajib Pajak Patuh

Predikat wajib pajak patuh yaitu mempunyai arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Predikat wajib pajak patuh menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori dan Isu menyatakan bahwa:

“Predikat wajib pajak patuh dapat di golongkan sebagai berikut:

1. Kepatuhan dalam menyampaikan SPT masa;

2. Kepatuhan dalam menghitung pembayaran masa PPh pasal 25;

3. Kepatuhan dalam melaporkan pembayaran masa PPh pasal 25.”                                                                                  

(2006:112)

Penjelasan dari ketiga predikat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan dalam menyampaikan SPT masa

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan perudang-undangan perpajakan. Fungsi SPT menurut Penjelasan Pasal 3 ayat 1 UU No.16 Tahun 2000 bagi Wajib Pajak Penghasilan, SPT PPh yang berfungsi sebagai sarana yaitu:

a. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

b. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.

c. Melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban.

d. Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak. 

Sedangkan SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat. Batas waktu penyampaian SPT masa yaitu harus disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT tidak juga disampaikan maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk SPT masa.

2. Kepatuhan dalam menghitung pembayaran masa PPh pasal 25 orang pribadi
Kepatuhan dalam menghitung PPh pasal 25 orang pribadi yaitu kepatuhan wajib pajak dalam menghitung besarnya pajak terutang yang telah dikurangi dengan PPh yang dipungut atau dipotong dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 kemudian dibagi dengan banyaknya bulan dalam tahun berjalan. Wajib pajak yang melakukan pembayaran masa PPh pasal 25 orang pribadi dengan menggunakan SSP. SSP (Surat Setoran Pajak) merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Negara atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

SSP berfungsi sebagai sarana untuk membayar pajak sebagai bukti atau laporan pembayaran pajak. Tempat pembayaran PPh pasal 25 orang pribadi yaitu bisa melalui Kantor Pos, bank-bank yang ditunjuk oleh Dirjen anggaran, bank-bank badan usaha milik negara atau badan milik daerah. Sedangkan batas waktu Pembayaran Masa atau penyetoran PPh Pasal 25 yaitu dibayar paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Apabila dalam menghitung besarnya pembayaran PPh Pasal 25 orang pribadi dalam tahun berjalan diterbitkan SKP (surat ketetapan pajak) untuk tahun pajak yang lalau, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut.

3. Kepatuhan dalam melaporkan pembayaran masa PPh Pasal 25 orang pribadi
Kepatuhan dalam melaporkan pembayaran masa PPh pasal 25 orang pribadi yaitu kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pembayaran masa PPh pasal 25 harus dibayar/disetorkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dan wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh hari) setelah Masa Pajak berakhir dalam bentuk Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ketiga. Jika sampai batas waktu belum juga disetorkan atau pun dilaporkan maka wajib pajak tersebut akan diberikan himbauan, jika himbauan tersebut tidak dihiraukan maka akan diterbitkan STP (Surat Tagihan Pajak) atau sanksi administarasi berupa bunga dan atau denda. 

Jumlah penagihan yang terdapat dalam sanksi administrasi STP  dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Sebesar jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STP (yaitu PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam tahun berjalan maupun kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung dari hasil penelitian STP) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak sampai diterbitkannya STP.

b. Sebesar sanksi administrasi berupa denda yaitu 2% dari Dasar Pengenaan Pajak. Sanksi ini dikenakan terhadap pengusaha kena pajak yang menerbitkan STP dengan alasan diterbitkannya STP pada nomor d, e, & f.
2.5 Pengaruh Pengawasan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Pembayaran Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi
Sesuai dengan yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengawasan pajak mengenai cicilan hutang pajak yang dibayarkan setiap bulan oleh wajib pajak dalam bagian dari tahun berjalan. Dimana pengawasan pajak telah dilakukan seoptimal mungkin oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Pengawasan dilakukan oleh seksi pengawasan dan konsultasi dapat diketahui dari prosedur kerja seksi pengawasan dan konsultasi dimana tugas seksi pengawasan dan konsultasi dalam menyusun rencana kerja yaitu dengan cara pemantauan, penatausahaan dan pengolahan. 

Dari tugas yang dilakukan oleh seksi Waskon dalam menyusun rencana kerja tersebut akan menghasilkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi selain itu kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk menambah penerimaan negara. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dari predikat wajib pajak patuh, seperti kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT masa, kepatuhan dalam menghitung pembayaran masa PPh pasal 25 orang pribadi, dan kepatuhan dalam melaporkan pembayaran masa PPh pasal 25 orang pribadi. Sedangkan menurut Erly Suandy dalam bukunya Perencanaan Pajak, menyatakan bahwa:

“Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan self assessment, perlu diikuti dengan tindakan pengawasan guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan. tindakan pengawasan perlu didukung oleh berbagai faktor penunjang, salah satunya adalah menerapkan langkah strategi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP).” 



      

(2006:105)

Dari pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan self assessment perlu diikuti dengan tindakan pengawasan yaitu dengan cara menerapkan langkah strategi untuk mengingkatkan kepatuhan wajib pajak guna mencapai sasaran kebijakan perpajakan. 

Hasil dari pengawasan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying atas pembayaran masa pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi tersebut akan menghasilkan tingkat kepatuhan wajib pajak dari pembayaran masa yang dilakukan oleh wajib pajak setiap bulannya. Dan diharapkan wajib pajak patuh dalam membayar pajak serta tidak ada lagi wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak, dimana pajak merupakan penerimaan negara yang sangat diandalkan.



PKP = Penghasilan Neto – PTKP








Pajak Penghasilan =


PKP x Tarif Pasal 17 =


Penghasilan neto x Tarif Pasal 17 =


(Penghasilan bruto – PTKP) x  Tarif Pasal 17
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